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INTISARI

Intisari. Keberadaan tanah ulayat tidak akan pernah terlepas dari segala hal dimana
tanah merupakan tempat bagi manusia untuk hidup. Begitupun keberadaan tanah
ulayat di Nagari Lasi yang menunjukkan identitas kaum masyarakat adat nagari.
Hak ulayat dalam tata hukum Indonesia diakui melalui Undang-undang Dasar
Tahun 1945, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Dasar Tahun 1945
Pasal 28 I ayat (3), Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), UUPA
No. 5 Tahun 1960, hingga Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008. Pengakuan
yang di berikan negara merupakan pengakuan yang diberikan terhadap masyarakat
hukum adat dan hak ulayatnya, tetapi perlindungan terhadap tanah ulayat nagari di
Nagari Lasi masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya masyarakat
belum menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut bahkan tanah ulayat
nagari yang sudah ada sejak lama tidak memiliki sertifikat sebagai alat bukti
kepemilikan yang sah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis
penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan secara intensif,
terperinci terhadap objek penelitian dengan melakukan wawancara dan pengkajian
dokumen. Pendekatan penyusunan yang digunakan adalah sosiologi hukum. Jenis
penyusunan menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan studi
pustaka. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara bersama wali nagari
Lasi, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi dan Dinas Pertanahan Nasional
Kabupaten Agam. Data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang-undangan
mengenai agraria, buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nagari Lasi memiliki keunikan
tersendiri dimana tidak ada satu pun tanah ulayat nagari yang bersetifikat. Fakta ini
menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum positif berbeda dalam melihat tanah
ulayat. Perundang-undangan yang berlaku telah mengatur tatanan permasalahan
tanah di Indonesia termasuk pendaftaran tanah. Hal ini berguna untuk mewujudkan
kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Sedangkan, hukum adat
memandang bahwa tanah ulayat tidak boleh didaftarkan karena akan memicu
kekhawatiran praktek jual beli atau gadai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh
berbagai pihak termasuk melakukan pemetaan tanah dan melakukan sosialisasi
pentingnya pendaftaran tanah. Hambatan dalam mencapai kepastian hukum tanah
ulayat di Nagari Lasi diakibatkan oleh sulitnya mengetahui asal-usul dan luas tanah
serta masih kuatnya paradigma masyarakat mengenai keberadaan tanah ulayat
sebagai identitas suku dan nagari yang ada di minangkabau.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tanah Ulayat, Minangkabau



Legal Certainty of Nagari Customary Land in Nagari Lasi, Canduang District, Agam
Regency, West Sumatra Province

Imdal Husahid

20103040107

ABSTRACT

Abstract. The existence of communal land will never be separated from everything
where land is a place for humans to live. Likewise, the existence of customary land
in Nagari Lasi shows the identity of the Nagari traditional community. Customary
rights in the Indonesian legal system are recognized through the 1945 Constitution,
the Basic Agrarian Law, the 1945 Constitution Article 28 I paragraph (3), the 1945
Constitution Article 18 B paragraph (2), UUPA No. 5 of 1960, to West Sumatra
Regional Regulation no. 6 of 2008. The recognition given by the state is recognition
given to customary law communities and their customary rights, but protection of
nagari customary land in Nagari Lasi is still very weak. This is because in practice
the community has not implemented these laws and regulations, even nagari
customary land that has existed for a long time does not have a certificate as proof
of legal ownership.

This research uses normative legal research methods with the type of field research.
This research was carried out intensively, in detail on the research object by
conducting interviews and reviewing documents. The drafting approach used is
legal sociology. This type of preparation uses three methods, namely interviews,
observation and literature study. Primary data was obtained by conducting
interviews with the Lasi nagari guardian, the Head of the Lasi Nagari Traditional
Village (KAN) and the Agam Regency National Land Service. Secondary data was
obtained from laws and regulations regarding agrarian affairs, books and scientific
works related to this research.

The results of this research show that Nagari Lasi has its own uniqueness in that
none of the nagari's ulayat land is certified. This fact shows that customary law and
positive law are different in viewing ulayat land. The applicable legislation
regulates the order of land issues in Indonesia, including land registration. This is
useful for realizing legal certainty and protection for the Indonesian people.
Meanwhile, customary law views that customary land should not be registered
because it will trigger concerns about the practice of buying and selling or pawning.
Various efforts have been made by various parties, including carrying out land
mapping and socializing the importance of land registration. Obstacles in achieving
legal certainty about ulayat land in Nagari Lasi are caused by the difficulty of
knowing the origin and size of the land and the still strong community paradigm
regarding the existence of ulayat land as the identity of tribes and nagari in
Minangkabau.

Keywords: Legal Certainty, Ulayat Land, Minangkabau
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MOTTO
Kerjakan, Diam, Menangkan
Sekawanan singa, andai tidak meninggalkan sarangnya, niscaya kebuasannya tidak
lagi terasah, ia pun akan mati karena lapar. Anak panah, andai tidak melesat
meninggalkan busurnya, maka jangan pernah bermimpi akan mengenai sasaran.
Sang surya, andai saja selalu berada di ufuk, maka ia tidak akan memberikan

manfaat sinarnya dan niscaya ia akan dicela manusia.-Imam Syafi’i
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:
1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara arab dan padanannya dalam aksara latin:

Arab Latin Arab Latin
i A L T
- B L Z
& T ¢ ¢
< Ts a Gh
z J s F
& H é Q
z Kh < K
2 D J L
3 Dz a M
D R O N
D V4 g W
o S ° H




G
<

2. Vokal

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti bahasa Indonesia, memiliki vocal

tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (diffong). Untuk vokal tunggal,

ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab

Tanda Vokal Latin

a (Fathah)

1 (Kasrah)

u (Dhammah)

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau diftong, ketentuan alih aksaranya

sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin
¢ — ai (a dan 1)
= au (a danu)

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa arab

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin
[ a (a dengan topi di atas)
- i (I dengan topi di atas)

Xi



— 0 (u dengan topi di atas atas)

4. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf a/if dan
lam (J)), dialihaksarakan menjadi huruf “1” (el), baik diikuti huruf syamsiyyah
atau huruf gamariyyah. Misalnya:
Al = al-jjtihdad
dad )l = gl-rukhsah, bukan ar-rukhsah
5. Tasydid (Syaddah)
Dalam alih aksara, syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan menggandakan huruf yang diberi syaddah. Tetapi, hal ini tidak berllaku
jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya:
4288l = gl-syufah, tidak ditulis asy-syuf ah.
6. Ta Marbitah
Jika ta marbutah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat conton 1) atau
diikuti oleh kata sifat (nat) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbiitah tersebut
dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbitah tersebut diikuti

dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t”

(te) (lihat contoh 3).
No Kata Arab Alih Aksara
1 Ay pi syart‘ah
2 Aa3l YY) Any il al-syari‘ah al-islamiyyah
3 a13al) 45 laa mugdranat al-madzdahib
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7. Huruf Kapital

Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalam
transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwa
jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Misalnya, a3l = al-Bukhari, tidak ditulis al-Bukhari.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih
aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.
Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia
Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama
tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis
Nir al-Din al-Raniri.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi /), kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis

secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman

pada ketentuan-ketentuan di atas:

No Kata Arab Alih Aksara
1 G shaaall masis ) 5 puall al-dariirah tubithu almahziird
2 kYl alasy) al-igtisad al-islami
3 4ad) J pual usul al-figh
4 ALY LAY 8 JuaY) al-‘asl fi al-asyyad’ alibahah
5 Al yall Aaliadl) al-maslahah al-mursalah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya mineral dan salah satu sumber terpenting
dalam kehidupan. Tanah sebagai lapisan teratas tempat tinggal beraneka ragam
makhluk termasuk manusia. Tanah sebagai tempat manusia dilahirkan,
dibesarkan, hingga tempat mencari penghidupan. Selain itu, tanah mengandung
berbagai macam kekayaan alam di dalamnya yang bermanfaat untuk
kelangsungan hidup manusia.

Masyarakat hukum adat untuk pertama kali di perkenalkan oleh
Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haer sebagai murid dari Cornelius Van
Vollenhoven mengekspor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter
Her memberi pengertian masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat
yang teratur, menetap di daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan
mempunyai kekayaan sendiri baik berupa barang yang terlihat maupun tidak
terlihat dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan
dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak
seorang pun diantara para anggota itu mepunyai pikiran atau kecendrungan
untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti

melepaskan diri dari ikatan.!

! Ter Haar dalam Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat
Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat,
(PT Alumni Bandung, Bandung, 2002), hlm. 114.



Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan
hukum itu, para anggotanya terkait oleh faktor yang bersifat teroterial dan
geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum dizaman
Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persangkutan
hukum yang teroterial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-
anggota masyarakatnya terkait pada suatu daerah tertentu baik di duniawi
sebagai tempat kehidupan ataupun dirohani sebagai tempat pemujaan terhadap
roh-roh leluhur.?

Masyarakat adat diatur dalam Peraturan Mentri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat
15 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa
pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap
keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah
sekelompok orang yang mampunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri,
serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh
sekelompok masyarakat yang ada dikelompok tersebut. Masyarakat hukum adat
sebagian kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat teroterial,
sedangkan masyarakat genealogis dapat dikatakan tidak ada, oleh karena tidak

ada kehidupan manusia yang tuding bergantung padah tanah (bumi) tempat

2 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, ( Bandung: Mandar Maju,
2003 ), him.108



mereka dilahirkan, kediaman hidup dan mati namun kesatuan masyarakat
contohnya di Indonesia yang hidpunya semata-mata ketetanggan, tetapi juga
bersifat kekeluargaan dengan dasar hubungan darah. Maka disamping bersifat
teritorial banyak juga kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial-geneologis
yaitu kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya
bukan saja terikat pada hubungan keturunan dalam hubungan darah.

Menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak persekutuan
atas tanah, atau yang disebut juga dengan hak ulayat, dan hak perseorangan atas
tanah. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, menyangkut tanah ulayat dan
hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas. Tanah Ulayat merupakan tanah
kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau
peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat
hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan
kelompok tersebut sepanjang masa. D1 sinilah tampak sifat religius hubungan
hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya itu.>

Hak ulayat merupakan hak dari suatu masyarakat hukum adat atas
lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada
penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah
masyarakat hukum tersebut. Menurut Boedi Harsono hak ulayat merupakan
serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang

3 Helmy Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat
di Sumatera Barat, (, Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7.



merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang
bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang
termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama
kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas
kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan,
penggunaan dan pemeliharaannya.*

Secara konstitusi Indonesia mengakui tentang hak ulayat. Hal ini
tercantum pada Undang-Undang Dasar pasal 18b ayat 2 yang menyatakan
bahwa® negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara yang telah diatur dalam
undang-undang. Hal ini sejalan dengan yuridis formal hak ulayat juga dimuat
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 3 dan 5.

Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak
lainnya yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus berdasarkan kepentingan nasional dan negara
serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
diatasnya. Sedangkan pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria yang
berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas

persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-

4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: PT. Djambatan, 2003), hlm. 8.
% Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ps. 18b ayat (2).



peraturan yang tercantum dalam undangundang ini dengan peraturan
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang
bersandar pada hukum agama.

Setiap nagari di minangkabau mempunyai ulayat-ulayat dengan batas
batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai.
Luas wilayah setiap nagari tidaklah sama. Ada dua jenis ulayat dalam suatu
nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang
jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, ia juga disebut sebagai hutan tinggi.
Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah
penduduk, ia juga disebut hutan rendah.

Hak ulayat ini tertulis dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor
6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menjelaskan
bahwa tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat adat di provinsi Sumatera
Barat dalam kenyataannya masih diakui pengurusan, penguasaan dan
penggunaannya berdasarkan hukum adat setempat dan diakui oleh masyarakat
hukum adat sebagai bagian tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah
ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo yang
diatur menurut adat yang berlaku pada tiap nagari yang ada di Sumatera Barat.’

Sedangkan di Nagari Lasi tidak ada satu pun tanah ulayat yang

didaftarkan atau disertifikatkan. Hal ini menunjukkan kondisi yang

®Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Tentang Tanah Ulayat Dan
Pemanfaatannya, Perda Nomor 6 Tahun 2008, Penjelasan Umum.



bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai
pendaftaran tanah.

Berdasarkan wuraian tersebut penulis tertarik meneliti mengenai
kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Lasi serta upaya yang dilakukan
oleh pihak nagari lasi terutama wali nagari dan kerapatan adat nagari dalam
menjamin kepastian hukum terhadap tanah ulayat nagari. Maka dari itu, peneliti
ingin meneliti tentang “Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari di
Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera

Barat”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut
1. Bagaimana kepastian hukum atas tanah ulayat nagari di Nagari Lasi?
2. Apa upaya dan hambatan dalam mencapai kepastian hukum tanah ulayat
nagari di Nagari Lasi?
. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka
tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut
1. Untuk mengkaji dan menjelaskan kepastian hukum terhadap tanah ulayat
nagari yang berada di Nagari Lasi.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan upaya dan hambatan dalam mencapai

kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Lasi.



Setelah tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini akan
mempunyai nilai kegunaan. Adapun kegunaan yang diharapkan sehubungan
dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis
Dalam segi akademik penelitiaan ini berguna dalam memberikan
pengetahuan atau wawasan baru dalam hukum agraria maupun hukum adat
mengenai legal standing dari tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat
terkhususnya tanah ulayat nagari yang ada di nagari Lasi Kecamatan
Canduang Kabupaten Agam.
2. Secara praktis
Penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan kajian dalam
menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ulayat. Dan juga dapat menjadi
pertimbangan bagi pihak instansi dalam menetapkan aturan terkait aturan
hukum mengenai tanah ulayat.
D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah
penelitian karena berisikan mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang
membahas tentang subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi.
Tujuan dari telaah pustaka antara lain untuk mengetahui sejauh mana penelitian
yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan
dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa

karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, diantaranya sebagai berikut:



Pertama adalah Disertasi yang dituliskan oleh Nova Yarsina dengan
judul Rekontruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat dalam Memberikan
Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan.” Penelitian ini
menjelaskan regulasi pendaftaran tanah ulayat dalam memberikan kepastian
hukum berupa sertifikat belum mewujudkan nilai keadilan hal ini disebabkan
ketidakjelasan dalam pengaturan hukum terkait hak atas tanah ulayat/adat,
belum adanya kepastian dan kejelasan hukum mengenai kepemilikan dan
pemanfaatan tanah ulayat, sering terjadi konflik antara masyarakat adat dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penggunaan tanah, seperti
perusahaan perkebunan, pertambangan, atau tambang.

Kedua adalah Skripsi yang dituliskan oleh Amin Rais dengan judul
“Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi
Tanah Hak Milik (Studi Teori) Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam”.®
Penelitian ini membahas mengenai konsep kepemilikan tanah ulayat yang ada
di Minangkabau dan juga analilis pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau.
Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitian
yang berbeda.

Ketiga adalah jurnal yang dituliskan oleh Fitrah Akbar Citrawan dengan

judul “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”.

" Nova Yarsina, “Rekontruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat dalam Memberikan
Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan” (Semarang, Universitas Islam Sultan
Agung,2023).

8 Amin Rais, “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi
Tanah Hak Milik (Studi Teori) Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam” (Yogyakarta,
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2022).

® Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat
Minangkabau, "Jurnal Hukum &Pembangunan 50 ,no .3 (25 Januari 2021).



Penelitian menjelaskan konsep kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat
Minangkabau dan juga mekanisme peralihan kepemilikan tanah ulayat.
Perbedaan penelitian dengan skripsi penulis terletak pada fokus objek
kajiannya, penelitian ini berfokus pada kepemilikan tanah ulayat sedangkan
pada skripsi penulis berfokus pada kepastian hukum tanah ulayat.

Keempat adalah jurnal yang dituliskan oleh Nova Yarsina dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat di Kota
Bukittinggi”.’® Penelitian menjelaskan bahwa tanah ulayat yang telah
bersertifikat di Kota pe telah berubah status dari tanah komunal menjadi tanah
milik bersama (mede aigendom). Perbedaan penelitian ini dengan skripsi
penulis terletak pada objek kajian, penelitian ini berfokus pada tanah ulayat
kaum yang telah bersertifikat pada Kota Bukittinggi sedangkan pada penulis
mengenai tanah ulayat nagari di Nagari Lasi Kabupaten Agam

Kelima adalah jurnal yang dituliskan oleh Arysmen, Zainal Azwar,
Aldianto Ilham dan Aldy Darmawan dengan judul “Tanah Ulayat Perspektif
Hukum Adat Dan Hukum Islam”.!* Penelitian ini menjelaskan konsep tanah
ulayat dengan perspektif hukum adat dan hukum Islam. Perbedaan penelitian
ini dengan skripsi penulis terdapat pada objek kajiannya.

E. Kerangka Teoretik
Kerangka teori merupakan suatu komponen penting dalam sebuah

penelitian hukum. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis dalam

10 Nova Yarsina, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat
Di Kota Bukittinggi,”, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no. 2 (29 Maret 2018).

11 Arysmen dkk., “Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” Jurnal
Pemikiran dan Penelitian lImu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, no. 1 (April 2023), hlm. 57.



menghasilkan jawaban konseptual dari rumusan penelitian. Satjipto Rahardjo
juga mempertegas bahwa toeri dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk
membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum kepada landasan
filosofinya yang tertinggi.'? Teori- teori yang digunakan sebagai berikut :
1. Teori Kepastian Hukum
Dalam hidup bermasyarakat dibutuhkan sebuah aturan yang bersifat
umum untuk mengatur tingkah laku seseorang dan kepentingan-kepentingan
yang ada didalamnya berjalan sesuai dengan bener. Undang-undang yang
berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalm
bertingkah laku, baik antar sesama individu maupun dalam hubungan
bermasyarakat. Adanya aturan semacam itu serta pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Keberadaan kepastian hukum merupakan
suatu bentuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.'3
Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum
adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya
dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah
mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun
menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan
keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang

berbeda.™

12 Satjipto Rahardjo, /Imu hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 253-254.

18 Mario Julyano, Pemahaman Tentang Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi
Penalaran Positivisme Hukum, jurnal Crepido, Vol. 01 No. 01, 2019

14 Peter Mahmdu Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm .158.
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Jika dikaikan kepastian hukum dengan tanah ulayat, maka pendaftaran
tanah menjadi salah satu indikator yang menjamin kepastian hukum sebuah
tanah ulayat. Hal ini sesuai dengan adanya UUPA Pasal 19 ayat (1) yang
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ditinjau dari tujuan pokok UUPA,
maka kepastian hukum dalam hukum pertahanan diwujudkan dengan
pembuatan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya
tidak bertentangan dengan UUPA.*®

2. Teori Asas Hukum Agraria
Asas-asas hukum agraria merupakan wujud dari falsafah hukum tanah
yang hidup dan berkembang pada masa hukum adat yang bersifat
Komunalistik Religius. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pasal 1 ayat 1
dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada ayat 1 menyatakan
bahwa semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama

dari seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam
wilayah Republik Indonesia, sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa,
adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan

kekayaan nasional. Hal ini mengandung arti adanya amanat berupa tugas

15 Idham, Perda Tata Ruang dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan
Sumber Daya Alam (Bandung: P.T. Alumni, 2022), hlm. 80.
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untuk mengelola tanah dengan baik, bukan saja untuk generasi sekarang,
melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Pernyataan ini
menunjukkan sifat religius, yang menegaskan bahwa tanah merupakan
Karunia Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menunjukkan bahwa Bangsa
Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dari
falsafah/konsepsi komunalistik religius ini lahirlah beberapa asas dari
Hukum Agraria Nasional yang menjadi kaidah atau sebagai dasar, sehingga
dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok

Agraria dan segenap peraturan pelaksanaannya.®

3. Teori Pluralisme Hukum
Kemajemukan di Indonesia yang berasal dari perbedaan budaya, suku,
ras dan agama menyebabkan hadirnya pluralisme hukum. Secara substantif
pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana
dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu
bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua
atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.’
Pluralisme hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai
keragaman hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah

hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pada

dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut

16 Sigit Sapto Nugroho, “Hukum Agraria Indonesia”,(Solo:Pustaka Iltizam,2017), him.45-
46

7 John Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” Journal of Legal Pluralism and Unofficial
Law 24 (1986), him. 1.
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John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (legal centralism). Pada
konsep pluralisme hukum John Griffith membedakan pluralisme hukum
menjadi dua macam yaitu:*®

a. Strong legal pluralism (pluralisme yang kuat)

Pluralisme hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya
kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang
dipandang sama kedudukannya sehingga tidak terdapat hirarki yang
menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum
yang lainnya.

b. weak legal pluralism (Pluralisme yang lemah)

Pluralisme hukum yang lemah merupakan bentuk lain dari
sentralisme hukum (legal centralism), karena walaupun dalam
kenyataan hukum negara mengakui adamya sistem-sistem hukum yang
lainnya tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior dan
sementara itu sistem-sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam
hierarki sistem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme
hukum dalm konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial
dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religius law)
yang berlangsung dinegara-negara jajahan.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki serta menelusuri suatu

masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk

18 Ibid, him.5-6
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mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil

kesimpulan secara sistematis dan objektfi guna memecahkan suatu masalah

agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.*® Oleh

karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunkan sebagai

berikut;

1.

3.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field
reseach). penelitian ini akan dilakukan secara intensif, terperinci terhadap
objek yang akan diteliti dengan melakukan wawancara dan pengkajian
dokumen.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena tidak menggunakan
mekanisme statistika dalam pengolahan datanya. Pengolahan data dalam

penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analisis®.

Yang mana penyusun
terlebih dahulu mendeskripsikan mengenai konsep kepemilikan tanah ulayat
nagari dengan mengaitkan implementasi yang terjadi dilapangan
terkhususnya Nagari Lasi dan mengambarkan fakta-fakta hukum yang ada
untuk menjelaskan dan melakukan analisis data yang diperoleh secara

sistematis.?

Pendekatan Penelitian

hlm.2.

19 Rifa’i Abubakar, Pegantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka-Press, 2021),

2 Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”’, Makassar: CV. Syakir Media Press,

2021), hlm.30

2 Ibid, him.31
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Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi
hukum. Pendekatan ini mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang
diinginkan adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik
berkerjanya hukum formal dalam masyarakat.??

4. Sumber Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara
dengan Wali Nagari Lasi, Ketua Kerapatan Adat Nagari Lasi sebagai
pihak yang berkaitan dengan tanah ulayat nagari berserta informan lain
yang menunjang perolehan data primer seperti Dinas Pertahanan dan tata
ruang Kabupaten Agam dan Kantor Pertahanan Kabupaten Agam.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari study reseach
dari berbagai sumber yang terverifikasi. Dokumen yang digunakan seperti
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan
Menteri, Peraturan Daerah, buku-buku, jurnal hukum dan pendapat-
pendapat para ahli.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh informasi yang memadai, penelitian ini

menggabungkan beberapa metode yang terbagi atas:

22 Umar Sholahuddin, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria,
Jurnal Dimensi 10, No. 2 (2017), hlm.52.
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a. Wawancara
Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara merupakan
salah satu bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan
responden yang tersusun secara sistematis. Menurut silalahi wawancara
adalah percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh
peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden
atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang

23 Wawancara ini akan

berhubungan dengan masalah yang diteliti.
dilakukan dengan respondennya yaitu wali nigari Lasi, Ketua Kerapatan
Adat Nagari Lasi dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Agam.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara

mengamati secara langsung objek penelitian dengan mengunakan panca
indra. Sugiyono menjelaskan observasi sebagai teknik pengumpulan data
yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik
wawancara. Kalau wawancara titik tekannya adalah berkomumikasi
dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga
objek-objek alam lainnya.?

c. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka (library research) adalah kegiatan yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data dan informasi penelitian melalui

23 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012) hlm. 312.
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Bandung: Alfabeta,
2013) hlm. 196-197.
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berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dan artikel yang
berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Studi
Pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghubungkan,
mengolah dan menyimpulkan suatu data untuk mencari analisis atas
suatu permasalahan.?
6. Analisis Data
Analisis data yaitu proses mengelompokkan dan menyusun data
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh
data.?® Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis-deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, yaitu dengan menjabarkan hasil dari penelitian setelah
data didapatkan dan kemudian dianalisis.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Tanah
Ulayat Nagari di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam”.
Sistematika pembahasan akan dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:
Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan

mengenai gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

25 Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Sains, Jurnal
Natural Science, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol. 6 No. 1 2020, hlm. 44

% Sandu Siyoto dan Muhamad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta:
Literasi Media Publishing, 2015), hlm.77.
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Bab kedua berisikan tinjauan Pustaka yang memaparkan tentang
tinjauan tentang hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah serta tanah ulayat

Bab ketiga berisikan tentang objek penelitian dengan memaparkan
gambaran umum tentang tanah ulayat nagari di Nagari Lasi

Bab keempat berisikan tentang hasil dan pembahasan tentang analisis
terhadap data yang diperoleh dengan teori-teori yang digunakan. Pada bagian
ini terdapat dua sub bab, sub pertama menjelaskan bagaimana kepastian hukum
tanah ulayat nagari di Nagari Lasi dan sub bab kedua memuat tentang upaya
dan hambatan nagari dalam menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari di
Nagari Lasi.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari
hasil analisis yang dilakukan. Pada bagian kesimpulan berisikan mengenai
rangkuman dari seluruh pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah
penelitian ini, sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usulan, dan
rekomendasi terhadap penelitian ini yang kemudian dapat digunakan oleh
peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis. Pada akhir bab ini

dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.
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BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas terkait perlindungan hukum tanah ulayat nagari

di Nagari Lasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa

bagian sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang
sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat
memberikan jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang
wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal
tersebut diselenggarakanlah pendaftaran tanah. Begitupun sebaliknya,
kepastian hukum tanah ulayat juga telah dijamin oleh masyarakat hukum
adat yang tidak memperbolehkan pendaftaran tanah yang berlaku di Nagari
Lasi bertujuan untuk menjaga tanah ulayat nagari agar terhindar dari
praktek jual beli dan gadai. Hal ini menjadi prinsip atau norma tidak tertulis
yang ditaati oleh seluruh masyarakat.

2. Hambatan Nagari Lasi dalam mencapai kepastian hukum tanah ulayat nagari
diantaranya tidak diketahui dengan jelas mengenai data tanah ulayat nagari.
Keberadaan tanah diketahui oleh masyarakat adat dari hikayat dan tambo
minang yang diwariskan secara turun temurun sehingga tidak diketahui
secara pasti asal muasal tanah. Selain itu, yang menjadi hambatan besar dalam

mencapai kepastian hukum tanah ulayat ini dikarenakan ninik mamak KAN
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yang tidak memperbolehkan tanah ulayat disertifikatkan. Paradigma yang
berkembang di masyarakat yang melarang tanah Pusako Tinggi
disertifikatkan menjadi kepercayaan yang dipertahankan mengingat tanah
ulayat ini merupakan warisan panaruko leluhur atau tantuo yang harus dijaga
sebagai identitas kekuatan masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum
tanah ulayat nagari, upaya yang dilakukan oleh wali nagari Lasi adalah
mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan pihak eksternal yang
dalam hal ini adalah nagari canduang. Di samping itu, BPN Kabupaten Agam
terus melakukan sosialisasi PTSL secara masif tentang pentingnya

mendaftarkan tanah ulayat.

B. Saran

1.

Sebaiknya lembaga berwenang di Nagari Lasi membuat Peraturan Nagari
terkait tanah ulayat untuk dilakukan kepastian hukum terhadap hak ulayat
dan membentuk Petugas pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan
bidang tanah ulayat yang dilaksanakan oleh surveyor kadaster agar jelas
letak, gambar, dan batas-batas bidang tanah ulayat.

Sebaiknya pemerintah Nagari Lasi bersama KAN membentuk standarisasi
surat kepemilikan atas tanah ulayat, baik tanah ulayat nagari maupun tanah
ulayat kaum, yang ada di Nagari Lasi. Hal ini bertujuan agar surat tersebut
bisa dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah dan alat bukti

apabila nantinya terjadi sengketa.
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